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Abstract
The concept of justice in Islamic family law has increasingly become the subject of
critical debate when confronted with contemporary marital practices in Indonesia,
particularly in issues related to polygamy, the minimum age of marriage, and the
protection of women's rights. This article examines whether the prevailing concept
of justice embodied in Islamic family law, especially as reflected in the
Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), remains adequate to
address contemporary social changes and growing demands for equality. This study
aims to formulate a contextual reconstruction of justice in Islamic family law
through the perspective of Islamic legal philosophy. Employing normative legal
research with a library-based approach, the study analyzes scholarly literature,
statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and relevant theories of
Islamic legal philosophy. The analysis is grounded in the assumption that justice in
Islamic law is dynamic and should be interpreted through the framework of
magqasid al-shari‘ah and substantive justice theory. The findings reveal that the
reconstruction of justice in Islamic family law should move beyond a formalistic
and text-oriented approach toward a contextual and welfare-oriented paradigm. The
study proposes a contextual-substantive justice model, which integrates the
principles of protection (hifz al-huqiiq), public welfare (maslahah), gender equity,
and human dignity as the primary benchmarks for legal interpretation and
formulation. This model serves as the novelty of the study and provides a
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philosophical foundation for the reform of Islamic family law in Indonesia,
enabling legal norms to respond more effectively to contemporary family issues
while remaining consistent with the objectives of Islamic law.

[Konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam kerap dipertanyakan relevansinya
ketika dihadapkan pada praktik perkawinan kontemporer di Indonesia, terutama
dalam isu poligami, batas usia perkawinan, dan perlindungan hak-hak perempuan.
Artikel ini mengkaji apakah konstruksi keadilan yang selama ini digunakan dalam
hukum keluarga Islam, khususnya sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI), masih memadai untuk merespons perubahan sosial dan tuntutan
kesetaraan yang berkembang di masyarakat Indonesia modern. Penelitian ini
bertujuan menganalisis serta merumuskan kembali konsep keadilan dalam hukum
keluarga Islam melalui pendekatan filsafat hukum Islam. Penelitian menggunakan
metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui
kajian terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur
hukum keluarga Islam, dan teori-teori filsafat hukum Islam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam tidak dapat
dipahami semata-mata sebagai keadilan formal yang berorientasi pada kesamaan
hak dan kewajiban secara normatif, tetapi harus direkonstruksi menjadi keadilan
substantif yang menempatkan kemaslahatan, perlindungan hak, kesetaraan
relasional, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tujuan utama
hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi konsep keadilan maqasidi-
substantif, yaitu model keadilan yang mengintegrasikan nilai-nilai maqgasid al-
syari‘ah, prinsip kesetaraan, dan konteks sosial masyarakat Indonesia sebagai
dasar pembaruan hukum keluarga Islam. Model ini menawarkan kerangka
konseptual yang lebih responsif terhadap dinamika keluarga Muslim kontemporer
tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif hukum Islam.)
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INTRODUCTION

Konsep keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam
yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan berbagai ketentuan hukum,
termasuk hukum keluarga Islam. Dalam konteks hukum keluarga, keadilan tidak hanya
dipahami sebagai persamaan hak dan kewajiban antara anggota keluarga, tetapi juga
sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, perlindungan hak-hak individu, dan
keseimbangan hubungan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, setiap
ketentuan hukum yang mengatur perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, maupun
relasi suami dan istri pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan keadilan
sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam. Prinsip tersebut memiliki posisi yang
sangat penting karena hukum keluarga merupakan bidang hukum yang paling dekat
dengan kehidupan sosial masyarakat dan secara langsung memengaruhi kualitas
kehidupan keluarga Muslim (Amin 2014).
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Dalam perkembangan masyarakat modern, konsep keadilan dalam hukum keluarga
Islam menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari perubahan sosial, budaya,
ekonomi, dan perkembangan pemikiran hukum. Dinamika tersebut melahirkan berbagai
persoalan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui pendekatan tekstual terhadap
sumber-sumber hukum Islam. Di Indonesia, perdebatan mengenai keadilan dalam hukum
keluarga sering muncul dalam isu poligami, batas usia perkawinan, hak-hak perempuan
pasca perceraian, pencatatan perkawinan, pembagian peran dalam rumah tangga, serta
perlindungan anak. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum
keluarga Islam tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma agama, tetapi juga
berkaitan dengan bagaimana hukum mampu menjawab tuntutan keadilan yang
berkembang dalam masyarakat kontemporer (Hayati 2024).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu rujukan utama hukum keluarga
Islam di Indonesia merupakan hasil ijtthad hukum yang berupaya mengakomodasi nilai-
nilai syariat Islam dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, sejumlah ketentuan
dalam KHI masih menjadi objek perdebatan akademik karena dianggap belum sepenuhnya
mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat dan tuntutan keadilan substantif.
Sebagian kalangan memandang bahwa beberapa pengaturan dalam hukum keluarga Islam
masih cenderung menempatkan keadilan dalam kerangka formal-normatif, yaitu
berdasarkan kesesuaian dengan teks hukum, sementara dimensi keadilan substantif yang
menekankan perlindungan hak, kemaslahatan, dan kesetaraan belum memperoleh
perhatian yang memadai. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan kajian
ulang terhadap konsep keadilan yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum
keluarga Islam di Indonesia. Kritik tersebut antara lain diarahkan pada Pasal 79 KHI yang
menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, yang
oleh sebagian akademisi dinilai merefleksikan pembagian peran yang bersifat patriarkis
dan kurang mengakomodasi realitas relasi keluarga modern yang lebih egaliter (Harahap
2009).

Selain itu, ketentuan mengenai nusyuz dalam Pasal 84 KHI lebih banyak diarahkan
kepada istri, sementara konsep nusyuz suami tidak diatur secara eksplisit, sehingga
berpotensi menciptakan ketimpangan perlindungan hukum dalam relasi perkawinan
(Alimuddin 2021). Perdebatan juga muncul dalam pengaturan kewarisan, khususnya
ketentuan bagian waris laki-laki dan perempuan sebagaimana diadopsi dalam KHI
berdasarkan prinsip fikih klasik, yang oleh sebagian pihak dianggap belum sepenuhnya
mempertimbangkan perubahan peran ekonomi perempuan dalam masyarakat kontemporer
(Fadani and Adib 2024). Meskipun ketentuan-ketentuan tersebut memiliki landasan
normatif dalam tradisi hukum Islam, pembacaan yang terlalu tekstual berpotensi
mengabaikan tujuan utama syariat berupa keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan
martabat manusia. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep keadilan dalam hukum keluarga
Islam menjadi penting untuk meninjau kembali berbagai ketentuan tersebut melalui
pendekatan filsafat hukum Islam dan magashid al-syariah, sehingga hukum keluarga
Islam di Indonesia tetap memiliki legitimasi normatif sekaligus responsif terhadap
perkembangan sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat (Amin 2014).
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Berbagai penelitian terdahulu telah membahas isu keadilan dalam hukum keluarga
Islam dari beragam perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Muin (2022) menyoroti
dinamika pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan hubungan antara hukum
Islam dengan perubahan sosial. Najmudin, Mukhlas, & Khosyiah (2023) mengkaji
perkembangan hukum keluarga Islam dalam konteks sistem hukum nasional dan tantangan
modernitas. Mahfudhi (2022) membahas reformasi hukum keluarga Islam dan
relevansinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Sementara itu, Sulfinadia et al.
(2026) menekankan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Kajian mengenai
keadilan dalam poligami telah dilakukan oleh Achmad Asfi Burhanudin (2019) yang
menyoroti konsep keadilan sebagai syarat utama dalam praktik poligami. Isu perkawinan
anak dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam dikaji oleh Khoiruddin Nasution
(2016) dan berbagai peneliti lainnya melalui pendekatan magasid al-syari‘ah. Penelitian
terkait hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam juga banyak dilakukan, antara
lain oleh Hamzah, Mukhlas, & Saepullah (2022) dan Jawad (2002) yang menekankan
pentingnya pembacaan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan.

Selain itu, Auda (2022) melalui pendekatan sistem (systems approach) dalam
magqasid al-syari‘ah menawarkan paradigma baru yang menempatkan kemaslahatan,
keterbukaan, multidimensionalitas, dan kontekstualitas sebagai dasar dalam memahami
hukum Islam. Sayuti (2020) mengembangkan pendekatan interpretasi kontekstual terhadap
teks-teks keagamaan, sedangkan Utami & Dalimunthe (2023) menegaskan pentingnya
keadilan sebagai tujuan utama syariat yang harus terus relevan dengan perubahan sosial.
Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian keadilan dalam hukum keluarga
Islam telah berkembang melalui pendekatan reformasi hukum, gender, pluralisme hukum,
dan magqasid al-syari‘ah.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada isu-
isu spesifik seperti poligami, hak perempuan, perkawinan anak, atau pembaruan hukum
keluarga secara parsial. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menjadikan keadilan
sebagai nilai normatif atau instrumen evaluatif terhadap ketentuan hukum tertentu, namun
belum secara khusus merumuskan sebuah model konseptual baru mengenai keadilan
dalam hukum keluarga Islam Indonesia yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis
maupun dasar pengembangan hukum keluarga di masa mendatang. Dengan kata lain,
kajian mengenai rekonstruksi konsep keadilan sebagai paradigma hukum keluarga Islam
yang komprehensif masih relatif terbatas.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya menganalisis
praktik hukum keluarga Islam melalui perspektif keadilan, tetapi juga menawarkan
rekonstruksi konseptual mengenai keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan magasid al-syari‘ah kontemporer Auda (2022)
sebagai pisau analisis utama, khususnya melalui pendekatan sistem yang menekankan
keterkaitan antara tujuan syariat, kemaslahatan manusia, dan realitas sosial yang terus
berkembang. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini merumuskan model
rekonstruksi keadilan yang terdiri atas enam dimensi, yaitu keadilan normatif, keadilan
substantif, perlindungan kelompok rentan, kemaslahatan keluarga, kesetaraan relasional,
serta kepastian dan akses terhadap keadilan. Model ini menjadi kontribusi teoritis (novelty)

https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/hrj



Asrizal et al.,

penelitian dalam upaya mengembangkan paradigma keadilan yang lebih kontekstual,
responsif, dan berorientasi pada tujuan syariat dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus
pada isu-isu spesifik seperti poligami, perkawinan anak, perlindungan perempuan, atau
reformasi hukum keluarga secara umum. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan
filsafat hukum Islam sebagai kerangka analisis untuk merumuskan kembali konsep
keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar
penelitian menempatkan keadilan sebagai prinsip normatif atau tujuan hukum, namun
belum secara mendalam membahas landasan epistemologis keadilan serta bagaimana
konsep tersebut dapat direkonstruksi menjadi paradigma yang mampu menjawab
persoalan hukum keluarga kontemporer. Dengan demikian, terdapat ruang akademik yang
belum banyak dieksplorasi, yaitu pengembangan konsep keadilan yang tidak hanya
berorientasi pada kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga pada pencapaian
kemaslahatan, perlindungan hak, kesetaraan relasional, dan penghormatan terhadap
martabat manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji kembali konsep
keadilan dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif filsafat hukum Islam dengan
menempatkan maqgasid al-syari‘ah sebagai kerangka konseptual utama. Penelitian ini
berangkat dari asumsi bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat dinamis dan dapat
dikembangkan sesuai dengan tujuan syariat tanpa melepaskan diri dari sumber-sumber
normatif Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji
bagaimana konsep keadilan dipahami dalam hukum keluarga Islam Indonesia, tetapi juga
berupaya merumuskan model konseptual yang dapat menjadi dasar pembaruan hukum
keluarga Islam di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan
utama. Pertama, bagaimana konstruksi konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam di
Indonesia sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi dan praktik perkawinan. Kedua,
bagaimana konsep keadilan tersebut bekerja dan diterapkan dalam praktik hukum keluarga
Islam kontemporer. Ketiga, bagaimana formulasi rekonstruksi konsep keadilan berbasis
magqasid al-syari‘ah dan filsafat hukum Islam dapat dikembangkan untuk menjawab
tantangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui pertanyaan tersebut, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan filsafat hukum
Islam sekaligus menawarkan landasan konseptual bagi pembaruan hukum keluarga Islam
yang lebih berkeadilan, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim
Indonesia.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif
yang bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan kembali konsep keadilan dalam
hukum keluarga Islam melalui perspektif filsafat hukum Islam (Anto et al. 2024).
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filsafat hukum (philosophical approach),
pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur’an, Hadis, Kompilasi
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Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berbagai
regulasi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Adapun bahan hukum
sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil
penelitian terdahulu, serta karya-karya ilmiah yang membahas filsafat hukum Islam,
magqasid al-syari‘ah, teori keadilan, dan pembaruan hukum keluarga Islam. Literatur
dipilih berdasarkan relevansi tema, otoritas akademik penulis, keterkaitan dengan isu
keadilan dalam hukum keluarga Islam, serta kontribusinya terhadap pengembangan teori
dan praktik hukum Islam kontemporer (Tohirin 2013).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan kritis melalui beberapa
tahapan, yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi tema, interpretasi konsep, dan sintesis
argumentasi (Surjaatmadja & Recky 2024). Pendekatan filsafat hukum Islam digunakan
untuk menelaah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis konsep keadilan dalam
hukum keluarga Islam, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk
mengkaji bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam hukum positif Indonesia.
Dalam proses analisis, magqasid al-syari‘ah digunakan sebagai instrumen untuk menilai
sejauh mana ketentuan hukum keluarga mampu mewujudkan tujuan syariat, khususnya
perlindungan martabat manusia, kemaslahatan, dan keadilan. Sementara itu, teori keadilan
substantif digunakan untuk mengevaluasi apakah penerapan hukum tidak hanya memenuhi
aspek legal-formal, tetapi juga mampu menghasilkan perlindungan hak, kesetaraan
relasional, dan keseimbangan kepentingan para pihak dalam hubungan perkawinan.
Melalui integrasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini merumuskan model konseptual
keadilan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika hukum keluarga Islam di
Indonesia (Marzuki 2011).

RESULTS AND DISCUSSION
Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang
menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan hukum
keluarga. Al-Qur’an menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan keadilan, antara
lain al-‘adl, al-qisth, dan al-mizan. Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa keadilan
tidak hanya dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai
upaya menempatkan sesuatu pada proporsinya, memberikan hak kepada yang berhak, serta
menjaga keseimbangan hubungan antarindividu dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu,
keadilan dalam hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan norma
secara tekstual, melainkan harus mempertimbangkan tujuan hukum (maqgasid al-syari ‘ah)
yang hendak diwujudkan (Utami and Dalimunthe 2023).

Dalam konteks hukum keluarga Islam, keadilan memiliki dimensi yang lebih
spesifik karena berkaitan langsung dengan relasi suami-istri, hak anak, perlindungan
perempuan, serta keberlangsungan institusi keluarga. Keadilan tidak hanya diukur dari
kesesuaian suatu ketentuan dengan teks normatif, tetapi juga dari sejauh mana ketentuan
tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, melindungi pihak yang rentan, dan menjaga
martabat manusia. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum keluarga harus
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dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, setara
dalam martabat, serta bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-
masing pihak (Khasan 2017).

Sebagai landasan analisis dalam penelitian ini, keadilan operasional dalam hukum
keluarga Islam ditentukan melalui beberapa indikator utama. Pertama, perlindungan
terhadap hak-hak dasar anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Kedua,
proporsionalitas hak dan kewajiban antara suami dan istri sesuai dengan prinsip tanggung
jawab dan kemaslahatan. Ketiga, pencegahan terhadap segala bentuk diskriminasi,
kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi keluarga. Keempat, terwujudnya
kemaslahatan yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga. Kelima, adanya
akses terhadap perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.
Indikator-indikator tersebut menjadi parameter untuk menilai apakah suatu ketentuan
hukum keluarga dapat dikategorikan adil atau tidak (Amin 2014).

Dalam kajian filsafat hukum, keadilan sering dibedakan antara keadilan formal dan
keadilan substantif. Keadilan formal menekankan penerapan aturan secara konsisten tanpa
membedakan subjek hukum. Sementara itu, keadilan substantif berorientasi pada
tercapainya tujuan keadilan yang sesungguhnya, meskipun dalam kondisi tertentu
diperlukan penyesuaian terhadap penerapan aturan. Dalam konteks hukum keluarga Islam,
pendekatan keadilan substantif menjadi penting karena realitas sosial yang terus berubah
sering kali menimbulkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui
pembacaan tekstual terhadap norma hukum (Amin 2014).

Pendekatan keadilan substantif memiliki keterkaitan yang erat dengan teori
magqasid al-syari‘ah. Menurut teori ini, setiap ketentuan hukum Islam pada hakikatnya
bertujuan menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam bidang hukum
keluarga, tujuan tersebut tercermin dalam perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Oleh karena itu, suatu aturan hukum keluarga dapat dinilai adil apabila mampu
menjaga lima tujuan pokok syariat tersebut secara proporsional serta memberikan manfaat
nyata bagi anggota keluarga yang terdampak (Utami and Dalimunthe 2023).

Berdasarkan kerangka tersebut, konsep keadilan dalam artikel ini tidak dipahami
sebagai persamaan absolut, melainkan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan,
perlindungan martabat manusia, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan
terhadap kelompok rentan dalam relasi keluarga. Konsep inilah yang kemudian digunakan
sebagai parameter analisis terhadap berbagai praktik hukum keluarga di Indonesia,
termasuk poligami, perkawinan anak, pencatatan perkawinan, perceraian, serta pemenuhan
hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, pembahasan keadilan tidak berhenti pada
tataran normatif, tetapi diarahkan pada evaluasi kritis terhadap sejauh mana hukum
keluarga Islam mampu menghadirkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat
kontemporer.

Konstruksi Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Konstruksi keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia pada dasarnya
dibangun melalui berbagai instrumen hukum yang mengatur hubungan perkawinan, hak
dan kewajiban suami-istri, perlindungan anak, perceraian, serta pembagian hak-hak
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keluarga. Instrumen utama yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai putusan peradilan agama yang
berkembang dalam praktik. Secara normatif, berbagai regulasi tersebut menunjukkan
adanya upaya negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam dengan nilai-
nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang
terus berkembang (Suwardiyati 2020).

Salah satu bentuk konstruksi keadilan yang paling mendasar terlihat dalam
pengaturan mengenai tujuan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan
menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa
perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam Indonesia
memandang perkawinan bukan sekadar hubungan kontraktual, melainkan institusi sosial
yang harus menjamin kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Jika diukur dengan indikator
perlindungan martabat manusia dan kemaslahatan, tujuan tersebut telah mencerminkan
orientasi keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam (Aswat and Rahman 2021).

Namun demikian, beberapa ketentuan masih menimbulkan perdebatan terkait
implementasi keadilan. Salah satu contohnya adalah pengaturan poligami dalam Pasal 3,
Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI.
Regulasi tersebut pada satu sisi memberikan pembatasan yang ketat melalui persyaratan
izin pengadilan, kemampuan berlaku adil, serta persetujuan istri. Akan tetapi, dalam
perspektif keadilan substantif, ketentuan tersebut masih memunculkan pertanyaan
mengenai sejauh mana prinsip kesetaraan hak, perlindungan perempuan, dan kepentingan
anak benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik. Dengan menggunakan indikator
perlindungan kelompok rentan dan non-diskriminasi, aspek inilah yang menjadi salah satu
titik problematis dalam konstruksi hukum keluarga Islam Indonesia (Kharisudin 2021).

Konstruksi keadilan juga mengalami perkembangan penting melalui perubahan
batas usia perkawinan. Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas
usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan berbeda, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16
tahun bagi perempuan. Perubahan tersebut menyamakan batas usia minimal perkawinan
menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak. Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran
paradigma hukum menuju perlindungan yang lebih kuat terhadap hak anak, kesetaraan
gender, dan pencegahan perkawinan usia dini. Dalam perspektif indikator keadilan yang
telah dirumuskan, perubahan ini mencerminkan upaya nyata untuk mewujudkan
perlindungan terhadap kelompok rentan serta menjamin kemaslahatan yang lebih luas
(Azizah 2026).

Aspek lain yang mencerminkan konstruksi keadilan adalah kewajiban pencatatan
perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Melalui pencatatan,
hak-hak keperdataan dapat dijamin secara lebih efektif, termasuk hak nafkah, waris,
pengasuhan anak, dan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa keluarga. Oleh karena
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itu, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai implementasi prinsip keadilan
substantif yang bertujuan melindungi martabat dan hak-hak anggota keluarga (Iftitah,
Alfaris, and Mahmudah 2022).

Dalam perkara perceraian, konstruksi keadilan dalam hukum keluarga Islam
Indonesia semakin berkembang melalui praktik peradilan agama. Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara keluarga Islam dengan memperhatikan nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan
bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi hakim
untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum secara formal, tetapi juga
mempertimbangkan kemaslahatan, kondisi sosial, serta perlindungan terhadap pihak yang
rentan (Khotimah, Hanif, and Sudarmiani 2025).

Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam sejumlah putusan peradilan agama yang
memberikan perlindungan lebih besar terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca
perceraian, termasuk pemberian nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak, dan hak-hak ekonomi
lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dari pendekatan
legal-formal menuju keadilan substantif yang lebih berorientasi pada perlindungan dan
kemaslahatan. Dengan demikian, praktik peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai
pelaksana hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan hukum keluarga Islam melalui
interpretasi yang kontekstual terhadap prinsip-prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi keadilan dalam
hukum keluarga Islam Indonesia sesungguhnya telah mengandung berbagai prinsip
keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak, dan keseimbangan relasi
keluarga. Akan tetapi, penerapannya masih menunjukkan sejumlah persoalan, terutama
pada isu poligami, dispensasi perkawinan, dan perlindungan hak perempuan dalam praktik.
Oleh karena itu, konstruksi hukum yang berlaku perlu terus dievaluasi menggunakan
parameter keadilan substantif yang meliputi kesetaraan hak, perlindungan kelompok
rentan, kemaslahatan, non-diskriminasi, perlindungan martabat manusia, dan akses
terhadap keadilan. Pemetaan inilah yang menjadi dasar untuk merumuskan rekonstruksi
konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia pada bagian berikutnya.

Problematika Praktik Perkawinan di Indonesia

Praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan regulasi hukum
keluarga Islam belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya keadilan substantif
dalam kehidupan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
serta Kompilasi Hukum Islam telah menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan
perkawinan bagi umat Islam, berbagai persoalan masih terus muncul dalam praktik.
Fenomena nikah siri, perkawinan anak, poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan,
serta tingginya angka perceraian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum
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yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat (Muhammad Hikmat
Sudiadi 2024).

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, keberadaan hukum tidak hanya dinilai dari
kesesuaiannya dengan teks normatif, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan
kemaslahatan, perlindungan hak-hak manusia, dan keadilan substantif. Oleh karena itu,
berbagai problem perkawinan yang terjadi perlu dianalisis bukan hanya dari aspek legal
formal, tetapi juga berdasarkan tujuan hukum Islam (magqasid al-syariah), khususnya
perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-
nasl), dan harta (hifz al-mal) (Musolli 2018).

Salah satu persoalan yang masih banyak ditemukan adalah praktik nikah siri atau
perkawinan yang dilakukan sesuai syarat dan rukun agama tetapi tidak dicatatkan pada
lembaga negara yang berwenang. Secara normatif, pencatatan perkawinan telah diatur
dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun
dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih memandang pencatatan hanya sebagai
persoalan administratif sehingga mengabaikannya.

Dari perspektif keadilan substantif, nikah siri menimbulkan berbagai persoalan
hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Ketika terjadi perceraian, sengketa nafkah, hak
waris, maupun pengasuhan anak, pihak perempuan sering kali mengalami kesulitan
memperoleh perlindungan hukum karena tidak memiliki bukti autentik mengenai status
perkawinannya. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga berpotensi
menghadapi hambatan administratif dalam memperoleh identitas hukum dan hak-hak
keperdataannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah siri berpotensi
menghambat tercapainya perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan perlindungan
terhadap martabat manusia yang menjadi tujuan utama hukum Islam (Asman 2024).

Problematika lain yang masih menjadi perhatian adalah perkawinan anak.
Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas
keluarga. Namun demikian, praktik perkawinan usia anak masih ditemukan melalui
mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Data perkara dispensasi kawin
yang ditangani oleh pengadilan agama dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa
permohonan dispensasi masih relatif tinggi di berbagai daerah Indonesia. Fenomena ini
memperlihatkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan
budaya hukum masyarakat (Kartika Siwie, Irianto, & Kurniatul Azizah 2021).

Dalam perspektif maqasid al-syariah, perkawinan anak berpotensi mengganggu
perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Anak yang menikah pada usia yang belum matang
secara fisik maupun psikologis sering menghadapi risiko putus sekolah, masalah kesehatan
reproduksi, ketidakstabilan ekonomi keluarga, serta meningkatnya potensi konflik rumah
tangga. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak melalui pembatasan usia
perkawinan sejatinya sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menekankan kemaslahatan
dan pencegahan kemudaratan (Syafi’i and Hamidah 2022).

Selain perkawinan anak, isu poligami juga menjadi salah satu perdebatan penting
dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Secara normatif, hukum positif Indonesia tidak
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melarang poligami, tetapi membatasinya melalui persyaratan yang ketat. Undang-Undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan adanya izin pengadilan serta
kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia berupaya menempatkan keadilan sebagai
syarat utama dalam praktik poligami (Idrus and Fuadi 2020).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yang
menunjukkan bahwa prinsip keadilan sering kali sulit diwujudkan secara nyata. Tidak
sedikit praktik poligami dilakukan tanpa izin pengadilan atau tanpa persetujuan istri
sebelumnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan
ekonomi, serta dampak psikologis bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, konsep
keadilan dalam poligami tidak cukup dipahami sebagai pembagian materi secara formal,
tetapi juga harus mencakup perlindungan hak, penghormatan martabat, kesejahteraan
keluarga, dan keberlangsungan hubungan yang harmonis.

Problematika berikutnya adalah tingginya angka perceraian yang terjadi di
Indonesia. Perkara perceraian secara konsisten menempati jumlah terbesar dalam perkara
yang ditangani oleh lingkungan peradilan agama. Faktor-faktor yang melatarbelakangi
perceraian sangat beragam, mulai dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus,
persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab pasangan,
hingga perubahan pola relasi sosial dalam keluarga modern. Tingginya angka perceraian
menunjukkan bahwa banyak keluarga menghadapi kesulitan dalam mewujudkan tujuan
perkawinan sebagaimana diidealkan dalam hukum Islam, yaitu membentuk keluarga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah (Hasan 2022).

Dalam perspektif keadilan substantif, perceraian tidak hanya dipahami sebagai
berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga harus dilihat dari
dampaknya terhadap perempuan dan anak. Persoalan nafkah pasca perceraian, hak
hadhanah, perlindungan ekonomi perempuan, serta pemenuhan hak-hak anak sering
menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara
perceraian tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga harus
menjamin perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan (Sukmawati & Oktora 2021).

Apabila dianalisis menggunakan indikator keadilan yang telah dibangun
sebelumnya, berbagai problem perkawinan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam
mewujudkan kesetaraan hak, perlindungan kelompok rentan, kemaslahatan, non-
diskriminasi, perlindungan martabat manusia, dan akses terhadap keadilan. Nikah siri
berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Perkawinan anak
berisiko menghambat perlindungan jiwa, akal, dan masa depan generasi muda. Poligami
yang tidak memenuhi syarat keadilan dapat menimbulkan ketimpangan hak dalam
keluarga. Sementara itu, perceraian yang tidak disertai perlindungan pasca putusan dapat
mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi bagi pihak yang lebih lemah (Amin 2014).

Dengan demikian, problematika praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan
bahwa keadilan dalam hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai
kepatuhan terhadap aturan formal. Keadilan harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan
kemaslahatan, perlindungan hak, penghormatan terhadap martabat manusia, dan
keseimbangan relasi dalam keluarga. Perspektif magasid al-syariah memberikan kerangka
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yang lebih komprehensif untuk menilai apakah suatu praktik perkawinan benar-benar
sejalan dengan tujuan hukum Islam, sehingga dapat menjadi dasar penting bagi upaya
rekonstruksi konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

Analisis Filsafat Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia

Praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya jarak antara norma hukum
yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial yang
berkembang di masyarakat. Berbagai persoalan seperti perkawinan anak, poligami, nikah
siri, perceraian, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menjadi isu yang terus
diperdebatkan dalam hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, filsafat hukum Islam
berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menilai apakah ketentuan hukum yang berlaku
telah benar-benar mewujudkan tujuan syariat (magasid al-syariah) dan nilai keadilan
substantif yang menjadi ruh hukum Islam. Oleh karena itu, analisis tidak cukup dilakukan
secara normatif-formal, tetapi harus menyentuh dimensi filosofis yang melatarbelakangi
pembentukan dan penerapan hukum tersebut (Sopriyanto 2019).

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai
seperangkat aturan yang bersifat tekstual, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada
hakikatnya bertujuan menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql),
keturunan (4ifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, setiap praktik perkawinan
harus diuji berdasarkan sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan lima tujuan
pokok tersebut. Ketika suatu praktik justru menimbulkan kerugian, ketidakadilan, atau
penderitaan bagi pihak tertentu, maka praktik tersebut perlu dikaji ulang meskipun secara
formal memiliki dasar hukum tertentu (Rifqi & Thahir 2019).

Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah praktik poligami.
Dalam fikih klasik, poligami dipandang sebagai sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat
mampu berlaku adil terhadap seluruh istri. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat
mengenal makna keadilan yang dimaksud. Sebagian ulama klasik menafsirkan keadilan
dalam bentuk pemenuhan hak-hak material seperti naftkah, tempat tinggal, dan pembagian
waktu. Sementara itu, pemikir kontemporer seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman,
dan Amina Wadud menilai bahwa keadilan yang dimaksud dalam Al-Qur'an tidak hanya
bersifat material, tetapi juga mencakup aspek psikologis, emosional, dan sosial yang pada
praktiknya sangat sulit diwujudkan secara sempurna (Idrus and Fuadi 2020).

Persoalan lain yang relevan adalah perkawinan anak. Dalam sejarah hukum Islam,
batas usia perkawinan sering dikaitkan dengan tanda-tanda balig. Akan tetapi,
perkembangan ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa kedewasaan biologis tidak
selalu sejalan dengan kematangan psikologis, sosial, maupun ekonomi. Karena itu, banyak
ulama kontemporer berpendapat bahwa penetapan batas usia perkawinan oleh negara
merupakan bentuk siyasah syar'iyyah yang bertujuan melindungi kemaslahatan masyarakat
(Ichrom et al. 2024).

Pendekatan filsafat hukum Islam memandang bahwa perkawinan anak harus
dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap tujuan syariat. Praktik perkawinan pada usia
yang terlalu muda berpotensi mengganggu pendidikan, kesehatan reproduksi,
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kesejahteraan ekonomi, serta kualitas pengasuhan anak. Kondisi tersebut dapat
menghambat perlindungan jiwa, akal, dan keturunan yang merupakan tujuan utama syariat.
Oleh sebab itu, peningkatan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan keadilan
substantif yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Amin 2014).

Dalam konteks ini, pemikiran Auda (2022) mengenai maqasid al-syariah
menawarkan pendekatan yang lebih dinamis. Menurutnya, hukum Islam harus dibaca
melalui perspektif sistem yang mempertimbangkan perubahan sosial dan kebutuhan
manusia. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak melalui pembatasan usia
perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, melainkan justru menjadi
manifestasi tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan generasi mendatang.

Praktik nikah siri juga menjadi persoalan penting dalam hukum keluarga Islam
Indonesia. Secara fikih, sebagian ulama menganggap nikah siri sah apabila memenuhi
rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi, dari perspektif hukum positif Indonesia,
perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama
terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Ketidakhadiran bukti administratif
sering kali menyebabkan perempuan kesulitan memperoleh hak nafkah, hak waris, maupun
perlindungan hukum ketika terjadi perceraian (Asman 2024).

Analisis filsafat hukum Islam menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak
sekadar persoalan administratif, melainkan instrumen untuk menjamin kepastian hukum
dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan. Dalam kerangka maqasid al-syariah,
pencatatan perkawinan berfungsi menjaga keturunan (kifz al-nasl), menjaga harta (hifz al-
mal), dan menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, pandangan yang hanya menekankan
keabsahan formal nikah siri tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan hukum yang
ditimbulkannya perlu dikaji secara kritis (Praja 1995).

Pemikiran Ibn Asyur mengenai kemaslahatan publik (al-maslahah al-'ammah)
dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan. Menurutnya,
hukum harus diarahkan pada perlindungan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam
konteks Indonesia, kewajiban pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan
negara terhadap hak-hak warga negara sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum
Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (Farih 2008).

Persoalan perceraian juga perlu dianalisis melalui pendekatan filsafat hukum Islam.
Secara normatif, Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir ketika kehidupan
rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Namun demikian, perceraian bukanlah tujuan
perkawinan, melainkan solusi darurat yang harus ditempuh secara hati-hati. Dalam
praktiknya, banyak perceraian terjadi karena faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah
tangga, perselisihan berkepanjangan, serta rendahnya kualitas komunikasi dalam keluarga
(Nastangin, Latifa, and Huda 2022).

Dari perspektif keadilan substantif, perceraian harus menjamin perlindungan hak-
hak seluruh pihak, terutama perempuan dan anak. Hak nafkah pasca perceraian, hak
pemeliharaan anak, hak tempat tinggal, serta hak-hak ekonomi lainnya tidak boleh
diabaikan hanya karena perkawinan telah berakhir. Dalam hal ini, hakim peradilan agama
memiliki peran penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya

https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/hrj

13



Asrizal et al.,

sesuai dengan teks hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hidup dalam
masyarakat (Oktavianca 2024).

Pemikiran tentang keadilan substantif yang dikembangkan oleh para ahli hukum
modern dapat dipadukan dengan magasid al-syariah untuk menghasilkan pendekatan yang
lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keadilan tidak cukup dimaknai sebagai
perlakuan yang sama secara formal, melainkan harus memperhatikan kondisi nyata para
pihak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perkara
perceraian merupakan bagian dari implementasi keadilan substantif dalam hukum keluarga
Islam (Maimun 2019).

Analisis filsafat hukum Islam juga menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dalam
perkawinan perlu dipahami secara lebih progresif dan kontekstual. Selama ini, sebagian
ketentuan hukum keluarga sering dipahami secara literal sehingga menghasilkan relasi
yang tidak seimbang antara suami dan istri. Padahal, prinsip dasar yang diajarkan Al-
Qur'an adalah hubungan kemitraan (partnership), saling melindungi, dan saling
melengkapi. Oleh karena itu, interpretasi hukum keluarga Islam perlu diarahkan pada
upaya mewujudkan kesetaraan martabat, perlindungan hak, dan penghormatan terhadap
kemanusiaan perempuan (Praja 1995).

Dengan demikian, filsafat hukum Islam memberikan kerangka analisis yang
memungkinkan evaluasi kritis terhadap praktik perkawinan di Indonesia. Melalui
pendekatan maqasid al-syariah, keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan
terhadap kelompok rentan, hukum keluarga Islam dapat dipahami secara lebih kontekstual
dan responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan utama
hukum keluarga Islam bukan sekadar mempertahankan legalitas formal suatu aturan,
melainkan memastikan terwujudnya keadilan, kemaslahatan, perlindungan, dan martabat
manusia dalam setiap relasi perkawinan.

Rekonstruksi Konsep Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Analisis terhadap konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan
bahwa konsep keadilan yang selama ini digunakan masih cenderung berorientasi pada
pendekatan legal-formal. Keadilan sering dipahami sebagai kesesuaian antara praktik
hukum dengan ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
maupun doktrin fikih yang berlaku. Pendekatan tersebut memiliki kontribusi penting dalam
menjaga kepastian hukum, namun dalam praktiknya belum selalu mampu menjawab
berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarga modern. Berbagai kasus yang
berkaitan dengan poligami, perkawinan anak, nikah siri, perceraian, hak-hak perempuan,
dan perlindungan anak menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu identik dengan
terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep keadilan
yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga
memperhatikan tujuan, dampak, dan kemaslahatan yang dihasilkan oleh penerapan hukum
tersebut.

Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini berangkat dari pandangan
bahwa keadilan dalam hukum keluarga Islam harus dipahami sebagai konsep
multidimensional yang mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan
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sosial masyarakat kontemporer. Keadilan tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai
kepatuhan terhadap teks hukum, melainkan sebagai upaya mewujudkan perlindungan,
keseimbangan hak dan kewajiban, kemaslahatan keluarga, serta penghormatan terhadap
martabat manusia. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak hanya
berlandaskan pada legalitas normatif, tetapi juga pada magqasid al-syariah sebagai tujuan
utama pembentukan hukum Islam (Haq, Jumni Nelli, and Erman Gani 2023).

Berdasarkan analisis filsafat hukum Islam, penelitian ini merekonstruksi konsep
keadilan hukum keluarga Islam melalui enam dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu
keadilan normatif, keadilan substantif, perlindungan kelompok rentan, kemaslahatan
keluarga, kesetaraan relasional, serta kepastian dan akses terhadap keadilan. Keenam
dimensi tersebut menjadi fondasi konseptual baru yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi sekaligus mengembangkan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dimensi pertama adalah keadilan normatif. Dimensi ini menempatkan Al-Qur'an,
hadis, ijma’, qiyas, serta ketentuan hukum positif sebagai dasar legitimasi hukum keluarga
Islam. Keadilan normatif memastikan bahwa setiap ketentuan hukum tetap memiliki
landasan syar'i dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Namun
demikian, dimensi ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan teks hukum sebagai satu-
satunya ukuran keadilan. Sebaliknya, keadilan normatif berfungsi sebagai titik awal yang
harus diintegrasikan dengan dimensi-dimensi lainnya agar hukum tetap relevan dengan
perkembangan masyarakat (Fitriyani 2022).

Dimensi kedua adalah keadilan substantif. Berbeda dengan keadilan normatif yang
berfokus pada kesesuaian prosedural dan formal, keadilan substantif menekankan pada
hasil dan dampak dari penerapan hukum. Dalam perspektif ini, suatu ketentuan hukum
dinilai adil apabila mampu memberikan perlindungan dan manfaat yang nyata bagi pihak-
pihak yang terlibat. Sebagai contoh, kebolehan poligami secara normatif harus dievaluasi
berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan istri dan anak. Apabila praktik tersebut
menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, atau kerugian sosial, maka penerapannya perlu
dibatasi demi menjaga tujuan utama syariat (Friedmann 1990).

Dimensi ketiga adalah perlindungan kelompok rentan. Rekonstruksi konsep
keadilan dalam hukum keluarga Islam harus memberikan perhatian khusus kepada pihak-
pihak yang secara sosial memiliki posisi yang lebih lemah, seperti perempuan dan anak.
Prinsip ini bersumber dari tujuan syariat untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan
(hifz al-nasl). Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan kelompok rentan tercermin
dalam upaya mencegah perkawinan anak, menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian,
melindungi anak dari penelantaran, serta memastikan adanya mekanisme hukum yang
dapat mengakses keadilan secara efektif. Dengan demikian, ukuran keadilan tidak hanya
ditentukan oleh kesetaraan formal, tetapi juga oleh kemampuan hukum dalam melindungi
pihak yang rentan terhadap ketidakadilan (Hayati 2024).

Dimensi keempat adalah kemaslahatan keluarga. Filsafat hukum Islam
menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Oleh karena itu,
setiap ketentuan hukum keluarga harus diarahkan untuk menciptakan keluarga yang
harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Kemaslahatan keluarga tidak hanya berkaitan
dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis, pendidikan anak,
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stabilitas rumah tangga, dan kualitas hubungan antaranggota keluarga. Dalam perspektif
ini, suatu praktik perkawinan dianggap adil apabila mampu mewujudkan kesejahteraan
bersama dan menghindarkan keluarga dari kemudaratan yang lebih besar (Syafi’i and
Hamidah 2022).

Dimensi kelima adalah kesetaraan relasional. Rekonstruksi ini menolak
pemahaman yang menempatkan hubungan suami dan istri dalam kerangka dominasi satu
pihak terhadap pihak lainnya. Sebaliknya, hubungan keluarga harus dipahami sebagai
kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, saling melindungi, dan saling
bertanggung jawab. Kesetaraan relasional tidak berarti menghapus seluruh perbedaan
peran dalam keluarga, tetapi memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak melahirkan
diskriminasi atau pengurangan hak-hak dasar salah satu pihak. Konsep ini sejalan dengan
nilai-nilai Al-Qur'an yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam
membangun kehidupan keluarga yang baik (Jawad 2002).

Dimensi keenam adalah kepastian dan akses terhadap keadilan. Keadilan tidak akan
terwujud apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap mekanisme hukum yang
efektif. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan, akses terhadap peradilan agama, bantuan
hukum, serta pelaksanaan putusan pengadilan menjadi bagian integral dari konsep keadilan
yang direkonstruksi. Dimensi ini memastikan bahwa hak-hak yang telah diakui oleh
hukum dapat dilaksanakan dan dilindungi secara nyata. Dengan demikian, keadilan tidak
berhenti pada tataran normatif, tetapi hadir dalam praktik hukum yang dapat dirasakan oleh
masyarakat (Raharja, Marniati, and Yani 2024).

Berdasarkan enam dimensi tersebut, rekonstruksi konsep keadilan dalam hukum
keluarga Islam Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut: keadilan adalah kondisi
terpenuhinya prinsip-prinsip normatif Islam yang diwujudkan melalui perlindungan hak,
kemaslahatan keluarga, kesetaraan relasional, perlindungan kelompok rentan, serta
tersedianya akses hukum yang efektif guna mencapai kesejahteraan dan martabat manusia
secara berkelanjutan. Definisi ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berorientasi
pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada pencapaian tujuan syariat dan
kesejahteraan sosial.

Perbedaan antara konstruksi lama dan konstruksi baru dapat dilihat dari perubahan
orientasi yang terjadi. Konstruksi lama lebih menekankan legalitas formal, kepatuhan
tekstual, dan wvaliditas prosedural. Sementara itu, konstruksi baru menempatkan
kemaslahatan, perlindungan hak, kesetaraan, dan dampak sosial sebagai indikator utama
keadilan. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang mampu
menjawab tantangan masyarakat modern tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Secara filosofis, rekonstruksi ini mempertemukan pendekatan maqasid al-syariah
dengan teori keadilan substantif dalam kerangka hukum keluarga Islam Indonesia.
Integrasi keduanya menghasilkan paradigma keadilan yang lebih kontekstual, adaptif, dan
berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep
keadilan yang ditawarkan tidak sekadar berupa anjuran normatif, melainkan sebuah model
konseptual yang dapat digunakan sebagai parameter dalam pembentukan peraturan
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perundang-undangan, penafsiran hukum oleh hakim, maupun pengembangan hukum
keluarga Islam di Indonesia pada masa mendatang.

Tabel 1. Rekonstruksi Konsep Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia
berdasarkan teori maqasid al-syari‘ah, teori keadilan substantif, dan hasil analisis

penelitian (2026)

Dimensi Sumber Filosofis Indikator Utama Penerapan dalam
Keadilan Hukum Keluarga
Keadilan Al-Qur'an,  Hadis, Kesesuaian dengan Dasar legalitas
Normatif Fikih, KHI, UU prinsip syariat perkawinan, perceraian,

Perkawinan dan hak keluarga
Keadilan Magqasid al-Syariah, Manfaat dan dampak Evaluasi poligami,
Substantif Teori Keadilan nyata hukum dispensasi  nikah, hak
pasca perceraian
Perlindungan  Hifz al-Nafs, Hifz Perlindungan Pencegahan perkawinan
Kelompok al-Nasl perempuan dan anak  anak, perlindungan
Rentan nafkah dan hak anak
Kemaslahatan ~ Maslahah dan Keharmonisan dan Penilaian terhadap
Keluarga Magqasid kesejahteraan keberlanjutan dan
keluarga kualitas kehidupan
keluarga
Kesetaraan Mubadalah, Kemitraan dan Relasi suami-istri yang
Relasional Musawah, Keadilan penghormatan hak proporsional dan non-
Islam diskriminatif
Kepastian dan Rule of Law dan Akses terhadap Pencatatan perkawinan,

Akses

Siyasah Syar'iyyah

perlindungan hukum

peradilan agama, bantuan

Keadilan hukum

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi yang ditawarkan bukan sekadar
perubahan terminologi, melainkan perubahan paradigma dari keadilan yang berorientasi
formalistik menuju keadilan yang berorientasi pada maqasid al-syariah, perlindungan hak,
dan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

CONCLUSION

Penelitian ini menemukan bahwa problematika praktik perkawinan di Indonesia,
seperti poligami, perkawinan anak, nikah siri, perceraian, dan perlindungan hak perempuan
serta anak, menunjukkan adanya keterbatasan konstruksi keadilan hukum keluarga Islam
yang selama ini lebih berorientasi pada legalitas formal daripada pencapaian tujuan syariat
secara substantif. Melalui analisis filsafat hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa
keadilan dalam hukum keluarga tidak dapat diukur semata-mata dari kesesuaian terhadap
norma hukum, tetapi harus dinilai berdasarkan kemampuannya mewujudkan kemaslahatan,
melindungi kelompok rentan, menjamin keseimbangan hak dan kewajiban, serta menjaga
martabat manusia dalam relasi keluarga.
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Kontribusi utama sekaligus kebaruan (novelty) penelitian ini adalah formulasi
model rekonstruksi keadilan hukum keluarga Islam yang terdiri atas enam dimensi, yaitu:
(1) keadilan normatif, (2) keadilan substantif, (3) perlindungan kelompok rentan, (4)
kemaslahatan keluarga, (5) kesetaraan relasional, dan (6) kepastian serta akses terhadap
keadilan. Model ini merekonstruksi paradigma keadilan dari pendekatan yang berpusat
pada kepatuhan formal menuju pendekatan yang berorientasi pada magqashid al-syariah
dan perlindungan hak-hak manusia. Dengan demikian, keadilan dalam hukum keluarga
Islam tidak hanya dipahami sebagai validitas norma, tetapi juga sebagai kemampuan
hukum untuk menghadirkan manfaat, perlindungan, dan kesejahteraan bagi seluruh
anggota keluarga.

Secara praktis, model rekonstruksi tersebut dapat dijadikan kerangka konseptual
dalam pembentukan kebijakan hukum keluarga, pengembangan regulasi, serta
pertimbangan hakim dalam memutus perkara keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini
masih terbatas pada pendekatan normatif dan analisis kepustakaan. Oleh karena itu,
penelitian selanjutnya disarankan menguji model rekonstruksi keadilan yang ditawarkan
melalui studi empiris pada praktik peradilan agama, implementasi Kompilasi Hukum
Islam, serta pengalaman perempuan dan anak dalam berbagai perkara hukum keluarga
guna menilai efektivitas dan relevansinya dalam konteks sosial yang lebih luas.
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